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INTISARI

Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Penggabungan Usaha Pada Perseroan Terbatas
Non Bank PMA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998

Pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, mengakibatkan tenaga kerja
yang bekerja pada perseroan terbatas yang melakukan penggabungan cenderung
dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini berkaitan dengan perlindungan
terhadap tenaga kerja tersebut, sebab tenaga kerja seringkali mendapat perlakuan yang
tidak seimbang, seperti tiadanya kewajiban yang mengikat bagi perseroan terbatas
tentang cara penyelesaian status tenaga kerja yang terkait dalam penggabungan itu.
Sebagai akibat dari ketimpangan tersebut, maka tenaga kerja harus menerima adanya
PHK.

Dengan latar belakang yang demikian itu, maka perumusan masalah yang akan
diteliti adalah sebagai berikut: 1)Bagaimana perlindungan tenaga kerja dalam
pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA,
khususnya di sektor industri kimia dalam tahun 2001?. 2)Bagaimana tanggung jawab
perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA tersebut terhadap tenaga kerjanya
yang mengalami PHK sebagai akibat pelaksanaan penggabungan perusahaan?
3)Bagaimana sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi
adanya PHK terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas
swasta non bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi: secara obyektif
yaitu untuk mengetahui perlindungan terhadap tenaga kerja akibat adanya pelaksanaan
penggabungan perusahaan, kemudian untuk mengevaluasi tanggung jawab perusahaan
yang melakukan PHK, sebagai akibat adanya penggabungan perusahaan, serta untuk
mengetahui sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai
dasar bagi perusahaan yang melakukan PHK sebagai akibat adanya penggabungan yang
dilakukan perseroan terbatas tersebut. Secara subyektifnya adalah guna memenuhi salah
satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister [lmu Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan bahan/materi
penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif untuk lengkapnya
sering perlu didukung dengan penelitian lapangan. Alat pengumpulan datanya adalah:
wawancara dan kuesioner serta studi dokumen. Sedangkan cara analisis data dilakukan
dengan jalan interpretasi hukum atau penafSiran hukum. Data hasil analisis tersebut
kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpuian dengan menggunakan proses
berpikir deduktif. .

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa
tidak terdapat perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan usaha
perseroan terbatas swasta non bank PMA yang dikarenakan tidak terdapatnya sanksi
yang mengikat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1998.
Tanggung jawab perusahaan dalam melakukan PHK akibat terjadinya penggabungan
menjadi tidak jelas karena tidak ada penjelasan secara rinci dari Pasal 4 ayat (1) PP No.
27 Tahun 1998 mengenai kepentingan karyawan yang harus diperhatikan oleh
perusahaan dalam penggabungan. Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar yuridis dalam melaksanakan penggabungan usaha dengan PHK terhadap
tenaga kerja, tidak terjadi sinkronisasi, hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penggabungan perusahaan tidak menunjuk dengan
tegas kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PHK sebagai
rujukannya.



ABSTRACT

The Protection of The Employees In The Merger of The Private Non-Bank Foreign
Investment by Virtue of The Government Regulation Number 27 of 1998

The Implementation of corporate firm merger as stipulated in the Government
Regulation Number 27 of 1998 (PP No. 27 of 1998), will result in the termination of
employment of the employees of those merged corporate firms. The case is related to
the protection of the firm’s employees due to unbalanced treatment, such as the lack of
obligation for the corporate firms or the resolution of the employees’ status concerning
the merger. As a result of the unfairness, the employees must accept a termination of
employment.

Based on the above backgrounds, the formulation of the case that will be
investigated are as follows: 1) How is the protection of the employees in the
implementation of merger of private non-bank Foreign Investments especially in the
chemical sector in the year 20012 2) How is the responsibility of the private non-bank
Foreign Investments to the employees facing a termination of employment as the impact
of the firm’s merger? 3) How is the synchronization among the legal rulings which
becomes the basis of the termination of employment of the employee working in the
private non-bank Foreign Investments which carry out the merger?

The aims at which the research wants to achieve are objectively to find out the
kind of protection to the employees as the impact of the merger of those firms to
evaluate the responsibility of those firms implementing the termination of employment
as the consequence of the firm merger, as well as to recognize the synchronization
among the legal rulings used as the basis to implement a termination of employment.
Subjectively goal is to meet one of the requirements to get a degree of Law Magister in
the post graduate program of Atma Jaya University Yogyakarta.

The kind of approach is legal normative, research and the source/material is
bibliographical research comprising of primary, secondary and tertiary legal aspects.
For the completion of the normative legal research, it is often supported by a field
research. And the data collecting is carried out by : giving interview and questionnaire
as well as studying of document. Furthermore the data analytical approach is by legal
aspect interpretation or legal aspect assumption. The data of the analytical outcome is
then used to make a conclusion by applying deductive thinking process.

Based on the outcome of research and analysis implemented, it is recognized
that there is no protection for the employees in the merging realization of the private
non-bank Foreign Investments due to the non-existing obligatory sanctions to realize the
Article 12 PP No 27 of 1998. The firm’s responsibility in the implementation of
termination of employment as a consequence of the merger is not clear lacking a
detailed statement the Article 4 chapter (1) PP No 27 of 1998 concemning the
employee’s interest which deserves the merged firm’s attention. The synchronization
among the legal rulings which become the legal basis in the implementation of merger
of corporate firms and the termination of employment do not exist. It is due to the fact
in the legal aspects which govern the firm merger does not stick strictly to the legal
aspects which deal with the regulation on termination of employment as a reference.

xi



PERNYATAAN
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